
PENGGABUNGAN IDDAH  WANITA HAMIL KARENA
KEMATIAN SUAMI

(Analisis terhadap Pandangan Imam Syafi’i)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

IZZUDIN JULIARA
Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 111 109 159

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

BANDA ACEH
1438 H/2017 M









iv

ABSTRAK

Nama : Izzudin Juliara
Nim : 111109159
Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penggabungan Iddah  Wanita Hamil dan Kematian Suami

(Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA.
Pembimbing II : Syuhada, S. Ag., M. Ag.
Kata Kunci : Iddah, Wanita Hamil, Kematian Suami.

Konsep hukum mengenai iddah pada prinsipnya telah diatur secara rinci dalam al-
Qur’an dan hadis. Mulai dari iddah wanita yang ditalak, wanita hamil, hingga iddah
kematian suami. Namun demikian, ulama berbeda pendapat tentang masalah katika
terjadi kondisi dimana wanita yang sedang hamil kemudian di saat itu pula suami
meninggal dunia. Dalam hal ini, ada ulama yang menyatakan diambil iddah yang
paling lama dari dua masa iddah tersebut, dan ada pula yang berpendapat iddah wanita
itu hingga melahirkan anak. Pendapat yang terakhir ini menjadi pendapat kalangan
mazhab Syafi’i. Terkait permasalahan tersebut, masalah yang ingin dianalisa dan
diteliti adalah bagaimana konsep hukum iddah wanita yang hamil dan ditinggal mati
suami menurut mazhab Syafi’i, dan bagaimana dalil dan metode istinbah yang
digunakan Imam Syafi’i. Dalam tulisan ini, digunakan jenis penelitian kepustakaan
(library research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis,
yaitu menggambarkan konsep iddah secara umum, kemudian menjelaskan konsep
penggabungan iddah menurut Imam Syafi’i, serta akan di analisis metode istinbath
hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
menurut Imam Syafi’i, masing-masing dari konsep iddah wanita yang hamil dan iddah
wanita ditinggal mati suami telah dijelaskan dalam al-Qur’an, yaitu dalam surat surat
at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Sedangkan iddah wanita yang berada
dalam dua kondisi antara hamil dan kematian suami, maka iddahnya adalah sampai
melahirkan, meskipun kelahiran tersebut tidak lama setelah suami meninggal dunia.
Adapun masa berakhir iddahnya adalah ketika janin telah lahir atau gugur (terjadi
keguguran), meskipun dalam bentuk gumpalan daging, tetapi dapat dipastikan bahwa
yang lahir tersebut merupakan bakal janin. Adapun dalil hukum yang digunakan Imam
Syafi’i yaitu al-Qur’an surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234.
Kemudian hadis Rasulullah, yang intinya menghalalkan wanita yang ditinggal mati
untuk menikah setelah kelahiran anak. Adapun metode istinbah hukum Imam Syafi’i,
bahwa surat at-Thalaq ayat 4 merupakan ketentuan ayat iddah bersifat umum, baik
wanita tersebut dalam posisi dicerai talak oleh suami maupun dicerai karena kematian
suami. Kemudian, hadis tersebut sebagai penegasan atas berakhirnya iddah hingga
melahirkan anak.
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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata

Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket

1 ا Tidak
dilambangkan

16 ط ṭ t dengan titik di
bawahnya

2 ب b 17 ظ ẓ z dengan titik di
bawahnya

3 ت t 18 ع ‘

4 ث ś s dengan titik di
atasnya

19 غ gh

5 ج j 20 ف f

6 ح ḥ h dengan titik di
bawahnya

21 ق q

7 خ kh 22 ك k

8 د d 23 ل l

9 ذ ż z dengan titik di
atasnya

24 م m

10 ر r 25 ن n

11 ز z 26 و w

12 س s 27 ه h

13 ش sy 28 ء ’

14 ص ş s dengan titik di
bawahnya

29 ي y

15 ض ḍ d dengan titik di
bawahnya

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin
 َ◌ Fatḥah a
 ِ◌ Kasrah i
 ُ◌ Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan
Huruf

Nama Gabungan
Huruf

َ◌  ي Fatḥah dan ya ai
َ◌   و Fatḥah dan wau au

Contoh:

كیف = kaifa,

ھول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan
Huruf

Nama Huruf dan tanda

ا/ي  َ◌ Fatḥah dan alif atau ya ā
ي  ِ◌ Kasrah dan ya ī
و  ُ◌ Dammah dan wau ū

Contoh:

قاَلَ  = qāla

رَمَي = ramā

قیِْلَ   = qīla

یقَوْلُ  = yaqūlu
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4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah ( hidup (ة

Ta marbutah ( yang hidup atau mendapat harkat (ة fatḥah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( mati (ة

Ta marbutah ( ,yang mati atau mendapat harkat sukun (ة transliterasinya

adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( diikuti (ة oleh kata yang

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah ( itu (ة ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاَْطْفَالْ  رَوْضَةُ  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl

الْمُنـَوَّرةَْ  الْمَدِيْـنَةُ  : al-Madīnah al-Munawwarah/

al-Madīnatul Munawwarah

طلَْحَةْ  : Ṭalḥah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
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BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah mensyariatkan masa menunggu atau ‘iddah setelah

putusnya perkawanin bagi seorang perempuan, baik ‘iddah diwajibkan pada

semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khulu’, fasakh,

atau ditinggal mati, dengan syarat seorang suami telah melakukan hubungan

suami istri dengannya, hal ini terlepas dari ada tidaknya perbedaan pendapat dari

kalangan ulama fikih. Selain itu, Islam membebankan hukum kepada ummatnya

sesuai dengan batas kesanggupannya, dan tidak dibebankan hukum di luar

kemampuan seseorang.

‘Iddah menurut pendapat jumhur adalah masa menunggu yang dijalani

oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah

atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.1 Wahbah Zuhaili

menegaskan bahwa ‘iddah merupakan masa yang telah ditetapkan oleh Allah

setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani si isteri dengan tanpa melakukan

perkawinan sampai masa ‘iddah-nya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq,2

bahwa ‘iddah diartikan sebagai masa penantian dan penolakan seorang wanita

untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suaminya atau diceraikannya. Walaupun

1Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an,
Zihar dan Masa Iddah,  (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani,
2011), hlm. 534.

2Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (terj: Asep Sobari dkk), cet. III, jilid 2, (Jakarta: Al-
I’tishom, 2011), hlm. 513.
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berbeda-beda redaksi dari beberapa defenisi dari ‘iddah, tetapi tujuan dan

maksudnya adalah sama. Hikmah dari ‘iddah tersebut di antaranya yaitu untuk

memastikan kekosongan rahim agar tidak terjadi percampuran nasab, selain itu

untuk memberi kesempatan kepada suami isteri untuk membina kembali

kehidupan rumah tangga.3

Terdapat gambaran hukum secara eksplisit dalam al-Qur’an mengenai

masa menunggu bagi seorang isteri. Dalam hal masa menunggu seorang isteri

yang dicerai dalam keadaan hamil, atau untuk isteri yang tidak akan haid lagi

(monopouse) dan isteri yang belum haid, terdapat keterangan dalam satu ayat

sebagai berikut:

                  
                 
 

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddah
nya), Maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula)
perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan
yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan
kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya
Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.(QS. At-
Thalak: 4).

Ketentuan hukum ayat di atas, secara khusus membicarakan kedudukan

dan keadaan seorang isteri yang dicerai hidup (akibat talak) oleh suaminya, bukan

disebabkan karena putus dan cerainya perkawinan akibat meninggal suami. Jika

3Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah…, hlm. 514.
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dilihat satu persatu permasalahan ‘iddah, sebenarnya telah terjawab secara jelas

dan pasti terkait dengan ketentuan ‘iddah bagi seorang wanita, baik ‘iddah wanita

yang dicerai hidup oleh suaminya, maupun ‘iddah wanita yang dicerai mati oleh

suaminya. Semua keadaan tersebut telah ada ketentuannya dalam al-Qur’an.

Seperti ‘iddah wanita hamil sampai melahirkan, kemudian ‘iddah wanita yang

ditalak selama tiga kali quru’ (haid atau suci), kemudian ‘iddah wanita kematian

suami selama empat bulan sepuluh hari serta terdapat beberapa masa ‘iddah yang

lain yang secara jelas terdapat aturan hukumnya dalam al-Qur’an.

Adapun ketentuan hukum masa ‘iddah wanita yang ditinggal mati suami

terkait permasalahan penelitian dijelaskan dalam surat al-Baqarah sebagai berikut:

                     
             

   
Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan
dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah
habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan
mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah
mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. Al-Baqarah: 234).

Ketentuan hukum yang dapat dipahami dari ayat di atas ialah bagi isteri-

isteri yang telah dicerai mati atau ditinggal mati oleh suaminya harus menunaikan

masa menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Abdul Majid menjelaskan

bahwa ayat tersebut memiliki pengertian bahwa Allah menganggap masa tersebut
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(empat bulan sepuluh hari) merupakan batas maksimal yang dapat dipikul seorang

perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sementara ia sendiri tidak hamil.4

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hukum-hukum ‘iddah

secara sederhana tidak ditemui masalah-masalah batas waktu bagi wanita untuk

dilaksanakan, mengingat telah terang dan jelas tergambar dalam ayat-ayat al-

Qur’an. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah ketika terjadi pada seorang

wanita yang dihadapkan pada dua masa ‘iddah secara sekaligus, seperti ‘iddah

talak selama tiga kali quru’ dengan ‘iddah hamil, kemudian ‘iddah wanita hamil

dengan kematian suaminya. Masalah ini terjadi karena tidak ada dalil yang

menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai gabungan dua masa ‘iddah tersebut.

Artinya, gabungan dua masa ‘iddah tersebut belum ada ketentuannya dalam

sumber hukum Islam.

Terkait dengan pembahasan dalam tulisan ini, sebenarnya telah

disinggung oleh beberapa kalangan ahli hukum Islam. Menurut Amir

Syarifuddin,5 ketentuan hukum ‘iddah seorang wanita hamil karena kematian

suami, masih menuai perbincangan di kalangan ulama. Karena di satu sisi, wanita

dalam keadaan hamil ‘iddah-nya harus mengikuti petunjuk ayat 4 surat at-Thalaq.

Namun, pada sisi lain sebagai wanita yang ditinggal mati suami, ‘iddah-nya diatur

oleh surat al-Baqarah ayat 234. Kedua dalil ini tidak dalam bentuk hubungan

umum dan khusus. Oleh karena itu, ulama beda pendapat dalam masalah ini.

4Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi al-Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Panduan
Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia,
2005), hlm. 495.

5Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat
Dan Undang-Undang Perkawinan, cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.
311.
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Prinsip awal dalam masalah ‘iddah secara umum adalah sesuatu yang

sudah disepakti oleh para ulama selain juga telah dijelaskan secara eksplisit dalam

al-Qur’an maupun Hadis. Akan tetapi, ketika ‘iddah tersebut dihadapkan pada

suatu peristiwa yang tidak lazim, seperti gabungan ‘iddah seorang wanita hamil

dan kematian suami. Maka ‘iddah tersebut menjadi sebuah masalah yang

membutuhkan pengkajian secara cermat.

Dalam kasus terkait dengan keadaan dua hukum yang saling berbenturan

tersebut, tentu penemuan hukum yang harus dijalankan itupun harus diselesaikan

menurut kajian istinbaṭ hukum dalam koridor metode keislaman (artinya melalui

metode al-ushul al-fiqh), selain itu melihat kepada indikasi-indikasi kemaslahatan

pada suatu masalah.

Dalam gabungan dua masa ‘iddah yang dihadapi seorang wanita antara

‘iddah hamil dan kematian suami, terdapat beberapa pendapat dikalangan ulama.

Jumhur ulama (Empat Ulama Mazhab dan pengikutnya) berpendapat bahwa

‘iddah wanita hamil yang kematian suami adalah sampai melahirkan anak,

sekalipun kelahiran itu belum mencapai waktu empat bulan sepuluh hari (‘iddah

wanita kematian suami). Bahkan menurut pendapat golongan ini menyatakan,

sekalipun wanita itu melahirkan beberapa saat setelah kematian suami.6

Kemudian, Ali bin Abi Thalib dan yang sependapat dengannya menyatakan

bahwa ‘iddah wanita dalam kondisi ini harus mengambil ‘iddah yang terpanjang

dari dua masa ‘iddah yang ada.

6Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. IV, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru
van Hoeve, 2000), hlm. 639
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Imam Syafi’i berpendapat bahwa ketika seorang wanita yang ditalak

dalam keadaan hamil, maka ‘iddahnya sampai melahirkan apa yang ada dalam

kandungannya seluruhnya, maka ‘iddah-nya telah habis. Baik itu wanita yang

ditalak maupun ditinggal mati. Walaupun hal itu terjadi setelah talak atau

suaminya baru meninggal.7 Arti dari melahirkan kandungannya seluruhnya adalah

janin yang berada dalam kandungan wanita tersebut telah lahir secara

keseluruhan. Jika ia memiliki anak kembar, baik dua atau tiga orang, maka anak

yang terakhir dilahirkan itulah tanda dari habisnya masa ‘iddah.

Hal ini sebagaimana pendapat Imam al-Syafi’i, yang dikutip oleh

Wahbah Zuhaili, bahwa jika isteri dalam keadaan hamil, sedangkan sebelumnya

suami meninggal dunia, maka ‘iddah mereka (isteri) sampai melahirkan, sebab

‘iddah bagi wanita hamil yang ditalak dan ditinggal mati suaminya adalah sama.8

Jika dikaji hanya sebatas melihat pada ketentuan ada atau tidaknya ayat yang

menerangkan masalah keadaan hukum ‘iddah tersebut, pendapat tersebut tidak

ada landasan pasti, serta ini semata sebagai hasil ijtihadiyah para ulama fikih.

Oleh karena terdapat perbedaan hukum (dualisme hukum) antara konsep

yang telah diteorikan oleh ulama dengan kenyataan dimungkikannya adanya

keadaan hukum ‘iddah seperti tersebut di atas, permasalahan ini tentu harus dikaji

secara mendalam terhadap bagaimana sebenarnya hukum Islam dapat diterapkan

secara baik dan benar serta memperhatikan hak-hak perempuan yang menjalani

‘iddah tersebut. Dari masalah tersebut, penulis ingin mengkaji secara intens

7Imam Syafi’i, al-Umm, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359.
8Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-

Qur’an dan Hadis, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 3, cet. II, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 7;
terdapat juga dalam buku, Saleh Fauzan, Al-Mulakhkhashul Fiqhi; Fiqih Sehari-Hari, (terj: Abdul
Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani, dkk), cet. II, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 731.
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terhadap gabungan dua masa ‘iddah wanita dengan judul PENGGABUNGAN

‘IDDAH WANITA HAMIL DAN KEMATIAN SUAMI (Analisis Terhadap

Pandangan Imam Syafi’i).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana konsep hukum ‘iddah wanita yang hamil dan ditinggal mati

suami menurut pandangan Imam Syafi’i?

1.2.2. Bagaimana dalil dan metode istinbah hukum yang digunakan Imam Syafi’i

dalam menetapkan hukum ‘iddah wanita yang hamil dan ditinggal mati

suami?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui konsep hukum ‘iddah wanita yang hamil dan ditinggal

mati suami menurut Pandangan Imam Syafi’i.

1.3.2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbah hukum yang digunakan Imam

Syafi’i dalam menetapkan hukum ‘iddah wanita yang hamil dan ditinggal

mati suami.
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1.4. Pejelasan Istilah

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan terlebih

dahulu untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari tulisan

ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1.4.1. Penggabungan

Dalam tulisan ini, penggabungan ‘iddah memiliki arti sebagai sesuatu

keadaan dimana wanita yang telah dicerai mengalami dua masa ‘iddah. Dalam hal

ini, wanita tersebut pada satu sisi harus menjalankan ‘iddah hamil dan di sisi lain

harus menjalankan ‘iddah kematian suaminya. Karena, masing-masing keadaan

‘iddah tersebut ada ketentuannya secara eksplisit dalam al-Qur’an, tetapi tidak ada

aturan tertentu mengenai keadaan dua ‘iddah terjadi secara bersamaan.

1.4.2. ‘Iddah

Secara bahasa (etimologi/lughawi), kata ‘iddah berasal dari bahasa Arab,

yaitu dari kata al-‘adad (bilangan) dan al-‘isha’ (hitungan),9 yang memiliki arti

hari-hari dan masa-masa haid atau suci yang dihitung oleh seorang wanita.

Sedangkan menurut istilah ‘iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal

mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan

lagi dengan laki-laki lain.10 ‘Iddah ini dikhususkan bagi wanita walaupun di sana

ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal

menikah kecuali habis masa ‘iddah wanita yang dicerai.11 Dalam Ensiklopedi

9Abdul ‘Azim bin Badawi al-Khalafi, al-Wajiz fi Fiqhi…, hlm. 642; dijumpai juga
dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khamsah…, hlm. 465

10Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. III, (Banda Aceh:
Yayasan PeNA, 2010), hlm. 156.

11Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh
Munakahat, (terj: Abdul Majid Khon). (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 318.
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Islam dijelaskan bahwa ‘iddah yaitu perhitungan, atau masa menunggu bagi

wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan

suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui

keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suaminya.12

Jadi, yang dimaksud dengan ‘iddah dalam tulisan ini yaitu satu masa

yang telah ditentukan dalam al-Qur’an yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh

seorang wanita akibat dari putusnya perkawinan, baik dalam rangka penghambaan

diri kepada Allah swt, maupun untuk mengetahui bersihnya rahim wanita yang

menjalankan ‘iddah tersebut.

1.4.3. ‘Iddah Wanita Hamil

Perlu juga dijelaskan tentang istilah ‘iddah wanita hamil, mengingat

kriteria keadaan ini berbeda dengan jenis ‘iddah yang dilalui seorang wanita.

Telah disebutkan bahwa ‘iddah merupakan suatu masa tunggu bagi seorang

wanita yang wajib dilaksanakan setelah terjadinya perceraian, baik masa tersebut

dalam bentuk hitungan bulan, suci atau haid, maupun sampai kelahiran anak.

Sedangkan bila kata ‘iddah dirangkai dengan kata wanita hamil, memiliki

pengertian sebagai masa tunggu bagi wanita yang dicerai hidup (akibat talak) oleh

suaminya dalam keadaan dan kondisi hamil atau mengandung anak. Dimana masa

yang harus dilalui wanita tersebut ditentukan hingga anak yang dikandungnya

dilahirkan.

12Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. IV, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar
Baru van Hoeve, 2000), hlm. 637
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1.4.4. ‘Iddah Kematian Suami

‘Iddah kematian suami memiliki pengertian sebagai satu masa yang

telah ditentukan Allah, dimana wanita harus menjalankan selama empat bulan

sepuluh hari. Penyebab dari adanya masa tunggu ini karena suami wanita tersebut

telah meninggal dunia (cerai mati). Dalam kondisi ini, perempuan yang ditinggal

masti tersebut disyaratkan tidak dalam keadaan hamil.13

1.5. Kajian Kepustakaan

Sepengetahuan penulis, belum ada kajian ilmiah yang menfokuskan

objek kajiannya terkait dengan penggabungan dua masa ‘iddah antara hamil dan

kematian suami yang dikaji menurut pemikiran dalam mazhab Syafi’i. Meskipun

ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan kedudukan ‘iddah seorang wanita,

akan tetapi tidak secara spesifik membahas masalah terkait dalam penelitian ini.

Adapun beberapa tulisan mengenai ‘iddah wanita adalah sebagai berikut:

1.5.1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahru, mahasiswa Fakultas Syariah Dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun

2015, yang berjudul: “Iddah dan Ihdad Wanita Karier; Perspektif Hukum

Islam dan Hukum Positif”. Dalam penelitian tersebut, peneliti berusaha

menjawab masalah mengenai bagaimana ketentuan ‘iddah dan ihdad

dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,

dan bagaimana elastisitas ketentuan syariat Islam tentang pelaksanaan

‘iddah dan ihdad wanita karier. Hasil penlitiannya menunjukkan bahwa

13Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi al-Ahkam al-Usrah al-Islamiyah…, hlm.
495
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dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 disebutkan bahwa: Pertama,

bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau

‘iddah, kecuali qablad dukhul dan perkawinannya putus bukan karena

kematian suami. Kedua, Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan

sebagai berikut: Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun

qablad dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

Adapun ketentuan mengenai ‘iddah dan ihdad bagi perempuan menurut

hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung

adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri atau

berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri

hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak

bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai

cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati

kematian suami. Ketentuan hukum ‘iddah dan ihdad jika dikaitkan dengan

wanita karier bisa berlaku dengan beberapa alasan. Jika keadaan yang

memang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka, hal ini bisa

menjadi sebuah alasan untuk melakukan wanita karier.14

1.5.2. Skripsi yang ditulis oleh Lia Fauziana, mahaiswi Fakultas Syari’ah IAIN

Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2010, dengan Judul “Ihdad Wanita

Karier (Studi Analisis Mazhab Hanafi). Dalam skripsi tersebut dijelaskan

tentang perihal kadudukan ihdad atau berkabung seorang wanita karier

setelah kematian suaminya. Dijelaskan pula mengenai konsep ‘iddah yang

14Ahmad Fahru, Iddah dan Ihdad Wanita Karier; Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif, (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2015.
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wajib dilaksanakannya setelah kematian suaminya yang ketentuannya

digambarkan dalam al-Qur’an melalui analisa pendapat Imam Hanafi.15

1.5.3. Skripsi yang ditulis oleh Ita Nurul Asna, mahasiswi Fakultas Syari’ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada tahun 2015, dengan

judul; “Pelanggaran Masa ‘iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun

Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru), Di dalamnya dijelaskan tentang

pelanggaran yang dilakukan sebagian isteri yang dicerai, dengan tidak

melaksanakan masa tunggu atau ‘iddah sebagaimana ketentuan syariat.16

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, penulis menemukan

adanya permasalahan lain yang perlu dikaji terkait dengan masa iddah seorang

wanita disamping belum ada yang membahas secara intens mengenai objek

penelitian serta fokus masalah yang penulis kaji.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan

objektif serta dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang

akan dibahas. Mengingat penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu fikih, maka

metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Cik Hasan Bisri menyatakan

bahwa model penelitian fikih cenderung lebih tepat menggunakan paradigma

penelitian kualitatif.17 Saifuddin Anwar menyatakan bahwa pendekatan kualitatif

15Lia Fauziana, Ihdad Wanita Karier (Studi Analisis Mazhab Hanafi. (Skripsi yang
tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2010.

16Ita Nurul Asna, Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun
Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Salatiga 2015.

17Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Fiqh; Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh
Penelitian, edisi pertama, jilid 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 24.



13

lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada

analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan

menggunakan logika ilmiyah.18 Menurut Cik Hasan Bisri, metode penelitian

kualitatif juga disebut sebagai pendekatan kualitatif, paradigma kualitatif,

paradikma naturalistis dan alamiah.19 Jenis penelitian ini bertujuan untuk

mengembangkan kepekaan konsep, mendeskripsikan realita, mengembangkan

teori, dan mengembangkan pemahaman.20

Penelitian ini dijelaskan dengan cara deskriptif-analisis, yaitu suatu

metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan permasalahan yang akan

dibahas secara objektif, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap

permasalahan yang sedang dikaji.

1.6.1. Jenis Penelitian

Janis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian

normatif dengan mengambil bahan-bahan kepustakaan (Library Research), karena

penelitian ini membahas mengenai pemikiran fuqaha (khusunya dalam Mazhab

Syafi’i). Penelitian ini mengarahkan pada pendapat seorang ulama, yang

mencakup produk pemikirannya, dalil dan metode istinbath yang digunakan.21

Dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti skripsi,

18Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, cet. IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),
hlm. 5.

19Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta:
PTRaja Grafindo Persada, 2004), hlm. 268.

20Ibid., hlm. 272.
21Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum…, hlm. 304; Ketarangan yang sama

juga dimuat dalam bukunya yang berjudul Model Penelitian Fiqh; Paradigma Penelitian Fiqh dan
Fiqh Penelitian, edisi pertama, jilid 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 197-
199.
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buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan rujukan lain yang dianggap

berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library

research), maka yang menjadi data-data yang penulis rujuk yaitu sumber yang

berkaitan dengan objek yang penulis kaji. Dalam hal ini penulis menggunakan

tiga sumber hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (otoritas),

seperti al-Qur’an dan Hadis.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan

terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku tekait dengan permasalahan

yang dibahas, seperti dalam buku karangan Imam Syafi’i, al-Umm, kemudian

dalam buku Wahbah Zuhaili, dengan judul “Fiqh al-Syafi’i al-Muyassar” dan

“Fiqh Islam wa Adillatuhu”. Kemudian terjemahan buku Muhammad Jawad

Mughniyah dengan judul “Fiqh al-Mazahib al-Khamsah” serta buku-buku lain

berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari

kamus-kamus, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet

dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.
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1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat

bab, dengan uraian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang

dibagi dalam 7 (tujuh)  sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta

sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai konsep ‘iddah

hamil dan kematiasn suami yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab ini berisi

penjelasan mengenai konsep ‘iddah hamil dan kematian suami dalam hukum

Islam. Didalamnya dijelaskan tentang pengertian pengertian ‘iddah, bentuk-

bentuk dan dalil hukum ‘iddah, kewajiban perempuan dalam masa ‘iddah serta

pendapat jumhur ulama tentang ‘iddah hamil dan kematian suami.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, di

dalamnya berisi penjelasan mengenai kajian pemikiran mazhab Syafi’i terhadap

gabungan ‘iddah wanita hamil dan kematian suami. dalam bab ini dijelaskan

mengenai sekilas tentang biografi imam Syafi’i, kedudukan hukum ‘iddah wanita

hamil dan kematian suami menurut mazhab Syafi’i, metode istimbat hukum

mazhab Syafi’i dalam menentukan kedudukan ‘iddah wanita hamil dan kematian

suami, serta analisis penulis terhadap permasalahan tersebut.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan

(conclution) dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab

sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan

perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.
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BAB DUA

KONSEP ‘IDDAH HAMIL DAN KEMATIAN SUAMI
DALAM HUKUM ISLAM

Pembahasan tentang ‘iddah banyak dijumpai dalam banyak referensi,

terutama dalam bab pernikahan atau munakaḥat. Terkait dengan permasalahan

‘iddah, kiranya penting untuk dipahami mengingat aturan hukumnya telah termuat

dalam al-Qur’an dan Hadis serta menjadi bagian dari kajian para ulama fikih yang

fokus di bidang hukum Islam, terkhusus dalam masalah hukum perkawinan.

Untuk mengawali pembahasan dalam bab dua ini, terlebih dahulu akan dijelaskan

terkait dengan pengertian ‘iddah, baik secara etimologi (kebahasaan) maupun

menurut terminologi (istilah).

2.1. Pengertian ‘Iddah

Secara bahasa (etimologi/lughawi), kata ‘iddah mengandung pengertian

hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita.18 Menurut para ahli fikih, dalam

memberi makna kata ‘iddah, dikembalikan pada dua padanan kata, dimana

disebutkan bahwa kata ‘iddah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-‘ādad

(bilangan) dan al-‘işā’ (hitungan) yang berarti hari-hari dalam masa haid yang

dihitung oleh seorang wanita.19 Sedangkan secara istilah (terminologi/syara’),

terdapat beberapa rumusan yang disuguhkan oleh kalangan ulama dengan

18Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. IV, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 240.

19Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, ed. In, Fiqih Sunah, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. V,
jilid 2, (Jakarta: al-I’tishom, 2013), hlm. 513.
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menggunakan redaksi yang berbeda, walaupun pada intinya mempunyai maksud

dan tujuan yang sama. Di antara ulama fikih tersebut yaitu Sayyid Sabiq, beliau

menyebutkan bahwa ‘iddah merupakan masa tunggu yang menunjukkan masa

penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati

suami, atau diceraikannya.20

Semakna dengan pengertian tersebut di atas, dinyatakan juga bahwa

‘iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari

suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki

lain.21 ‘Iddah ini dikhususkan bagi wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu

seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis

masa ‘iddah wanita yang dicerai.22 Dari pengertian tersebut, dapat dipahami

bahwa ‘iddah hanya diperuntukkan kepada seorang wanita, baik dicerai hidup

atau dicerai mati suaminya. Dalam fikih juga disebutkan bahwa ‘iddah sebagai

suatu masa tunggu yang dilalui oleh seseorang perempuan. Menurut aṣ-Ṣan’ānī,

‘iddah adalah nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam

masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai

dengan suaminya. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa masa tunggu tersebut

bertujuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau untuk beribadah.23

20Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah…, hlm. 513.
21Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. III, (Banda Aceh:

Yayasan PeNA, 2010), hlm. 156.
22Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Usrah wa

Ahkāmuhā fī al-Tasyrī’ al-Islāmī, ed. In, Fiqh Munakahat, (terj: Abdul Majid Khon), cet. II,
(Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 318.

23Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.
303-304. terdapat juga dalam buku, Hamid Sarong, Rukiyah M. Ali, dkk, Fiqh, (Banda Aceh:
PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 203.
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Selain itu, defenisi yang lebih rinci dinyatakan oleh Syaikh Hasan

Ayyub, bahwa ‘iddah masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan

suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati, dimana ‘iddah ini bisa

dengan cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui quru’ atau

menurut hitungan bulan. Beliau menambahkan bahwa pada saat tersebut sang

isteri tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain

untuk menikahinya.24 Kemudian Wahbah Zuhaili, dalam bukunya Fiqh Islam wa

Adilatuhu memberikan definisi ‘iddah sebagai suatu masa yang telah ditetapkan

oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si isteri dengan

tanpa melakukan perkawinan sampai masa ‘iddah-nya.25

Dari beberapa rumusan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

‘iddah merupakan masa tunggu dalam bentuk hitungan bulan, masa suci atau haid,

serta masa sampai melahirkan anak, yang Allah telah telah ditetapkan dan

mewajibkannya kepada seorang wanita yang bercerai dengan suaminya, baik cerai

dengan jalan talak, maupun cerai karena suaminya meninggal dunia.

2.2. Bentuk-Bentuk dan Dalil Hukum ‘Iddah

‘Iddah mempuyai bentuk-bentuk dan berbeda-beda sesuai dengan

karakteristik isteri ketika terjadi perceraian dan kondisi yang dirasakan oleh isteri.

Secara umum pembagian atau macam-macam ‘iddah dibagi atas empat bentuk,

yaitu:

24Syaikh Hasan Ayyub, Fiqhul Usrah al-Muslimah, ed. In, Fikih Keluarga, (terj: Abdul
Ghofar), cet. V, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 407.

25Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu, ed. In, Fiqih Islam; Pernikahan,
Talak, Khulu’, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 535.
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2.2.1. ‘Iddah dengan Melahirkan Kandungan

Apabila terjadi perceraian ketika isteri sedang hamil menurut

kesepakatan ulama masa ‘iddah seorang isteri secara langsung berakhir dengan

melahirkan kandungan. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam surat aṭ-Thalak

sebagai berikut:

                  
                 
 

Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa
‘iddahnya), Maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu
(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-
perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka
melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada
Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.
(QS. Ath-Talak: 4).

Menurut aṣ-Ṣabunī, ayat di atas menerangkan bahwa perempuan yang

hamil ‘iddah-nya habis karena melahirkan anak, baik dicerai suaminya atau

suaminya mati.26 Terhadap wanita hamil dan ditinggal mati suaminya, masih

menuai perbedaan pendapat. Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya “al-

Mishbah”, dimana Sayyidina Ali ra berpendapat bahwa ‘iddah wanita yang

ditinggal mati sedangkan ia dalam keadaan hamil adalah masa yang terpanjang

dari kedua pesan ayat al-Baqarah dan at-Thalaq. Kalau ia melahirkan sebelum

empat bulan sepuluh hari, maka ia harus menyempurnakan masa itu, tetapi kalau

berlanjut melebihi empat bulan sepuluh hari, maka ia harus melanjutkan ‘iddah-

26Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwah at-Tafāsīr, ed. In, Shafwatut Tafasir; Tafsir-
Tafsir Pilihan, (terj: Yasin), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 390-391.
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nya sampai melahirkan. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah.27 Berbeda

dengan pendapat Sayyidina Ali ra tersebut, lebih lanjut Quraish Shihab

mengatakan bahwa banyak ulama yang menetapkan masa ‘iddah wanita yang

hamil berakhir dengan kelahiran janinnya, bukan masa empat bulan sepuluh hari.

Pendapat juga dikuatkan oleh hadis yang menyatakan bahwa Subai’ah

binti al-Harits meninggal suaminya sedang ia dalam keadaan hamil. Ia melahirkan

anaknya setelah lima belas hari (dalam riwayat lain setelah empat puluh hari)

setelah kematian itu kemudian datang kepada Rasulullah saw meminta izin untuk

kawin. Kemudian Rasul bersabda: “engkau telah bebas, kawinlah kalau engkau

mau”.28 Adapun bunyi hadisnya adalah sebagai berikut:

قاَلَ أبَوُھرَُیْرَةَ  حَمْلھَاَ ھرَُیْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فيِالْمُتوََفَّىعَنْھاَزَوْجُھاَإذَِاوَضَعَتْ  أبَوُ
زَوْجُ  توُُفِّيَ  فقَاَلَتْ  سَلمََةَ  أمُِّ  إلِىَ فبَعََثوُا الأْجََلیَْنِ  أبَْعَدَ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  وَقاَلَ  جُ  تزَُوَّ
فخََطَبھَاَ قاَلَتْ  شَھْرٍ  نصِْفِ  عَشَرَ  بخَِمْسَةَ  زَوْجِھاَ وَفاَةِ  بعَْدَ  فوََلدََتْ  سُبیَْعَةَ 
إنَِّكِ  قاَلوُا بنِفَْسِھاَ تفَْتاَتَ  أنَْ  خَشُوا ا فلَمََّ أحََدِھِمَا إلِىَ بنِفَْسِھاَ فحََطَّتْ  رَجُلاَنِ 
حَللَْتِ  قدَْ  فقَاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ   ِ اللهَّ صَلَّى  ِ اللهَّ رَسُولِ  إلِىَ فاَنْطَلقَْتُ  قاَلتَْ  تحَِلِّینَ  لاَ 

شِئْتِ  مَنْ  فاَنْكِحِي
Artinya: “Abu Hurairah berselisih dengan Ibnu Abbas mengenai seorang wanita

yang ditinggal mati suaminya apabila ia telah melahirkan. Abu Hurairah
berpendapat, "Ia boleh dinikahi." Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat,
"Waktu yang paling lama." Kemudian mereka mengirim utusan kepada
Ummu Salamah (untuk menanyakan hal tersebut), kemudian Ummu
Salamah berkata, "Suami Subai'ah meninggal, lalu lima belas hari
kemudian ia melahirkan." Ummu Salamah melanjutkan, "Kemudian ada
dua orang laki-laki yang meminangnya, lalu ia menaruh perhatian
kepada salah seorang dari kedua laki-laki tersebut. Maka ketika mereka
khawatir Subai'ah menjatuhkan pilihannya, mereka pun berkata,
"Sesungguhnya engkau belum halal (untuk nikah)." Ummu salamah
berkata, "Maka aku pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam untuk menanyakan hal tersebut, beliau lalu menjawab:

27Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, cet. VII,
volume 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 299-300.

28Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah…, hlm. 299.
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"Sungguh engkau telah halal, maka menikahlah dengan orang yang
engkau kehendaki.” (HR. Baihaqi).

Terkait dengan batasan waktu masa ‘iddah hamil ini, Hasan Ayyub

mengatakan ‘iddah perempuan hamil adalah dengan melahirkan kandungan tanpa

ada pemilahan dalam kehamilan, meskipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah

suami meninggal.29 Amir Syarifuddin menyatakan bahwa bahkan kalaupun isteri

melahirkan ketika mayat suami masih di atas ranjang dan belum dimakamkan

maka ia tetap boleh menikah lagi.30

Syarat kelahiran yang dapat mengakhiri masa ‘iddah menurut

kesepakatan ulama yaitu hendaknya anak yang dilahirkan telah jelas bentuk atau

sebagian bentuknya, artinya sudah tampak jelas bentuk manusia.31 Jika bentuk

anak belum jelas, seperti keguguran yang masih berupa segumpal darah dan

daging, tanpa tangan atau kaki, maka masa ‘iddah tidak dapat diakhiri dengan

kelahiran seperti ini, melainkan isteri harus memulai masa ‘iddah-nya dengan

quru’ atau bulan, sesuai dengan kondisinya.

Sebab, jika tidak ada kejelasan pada penciptaan anak, maka tidak dapat

diketahui tentang keberadaannya sebagai kehamilan. isteri mungkin saja

mengandung anak dan mungkin pula potongan tidak bergerak yang berada dalam

rahimnya, keragu-raguan ini tidak dapat dijadikan sebagai sebab ‘iddah dengan

alasan bahwa ‘iddah adalah suatu ketetapan yang telah diyakini sebelumnya.32

Begitu juga menurut Ibnu Katsir, bahwa ‘iddah wanita hamil berakhir saat

29Syaikh Hasan Ayyub, Fiqh al-Usrah al-Islamiyah…, hlm. 408.
30Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah, ed. In,

Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era
Intermedia, 2005), hlm. 493.

31Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam…, hlm. 313.
32Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah…, hlm. 494.
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melahirka janin yang dikandung. Yang dimaksud janin yaitu mencakup bayi yang

dilahirkan dan sudah memiliki wujud manusia.33 Dari penjalasan tersebut dapat

dipahami bahwa ‘iddah wanita hamil harus menunggu hingga melahirkan anak

dengan sempurna.

2.2.2. ‘Iddah dengan Bulan

Apabila isteri masih kecil dan belum haid atau dewasa dan baligh, tetapi

belum pernah haid sama sekali atau dewasa tetapi haidnya telah terputus karena

telah sampai pada usia menopause, maka ‘iddah perempuan ini menggunakan

hitungan bulan yaitu 3 (tiga) bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surat ath-

talaq ayat 4 yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan ‘iddah perempuan yang

suaminya meninggal adalah empat bulan sepuluh hari.34 Ibnu Katsir

menambahkan bahwa isteriyang menjalankan masa ‘iddah empat bulan sepuluh

hari ketika isteri dalam kondisi tidak hamil.35 Adapun dalil hukum masalah ‘iddah

kematian suami yaitu dalam firman Allah surat Al-Baqarah sebagai berikut:

                     
             

   
Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan

isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya

33Ibnu Katsir, Taisīrul ‘Allām Syarh ‘Umdatil Ahkām; Fikih Hadis Bukhari Muslim,
(terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 53.

34Muhammad Utsman al-Khasyt, Fiqh al-Nisā’; fi Dhauil mażāhib al-Arba’ah wal
Ijtihādāti al-Fiqhiyyah al-Mu’āşirah, ed. In, Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab, (terj: Teguh
Sulistyowati as-Sukoharj), (Jakarta: Kunci Iman, 2014), hlm. 413.

35Ibnu Katsir, Taisīrul ‘Allām Syarh ‘Umdatil Ahkām…, hlm. 509.
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(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis

'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka

berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa

yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah: 234).

Menurut Abdul Majid Maḥmud Maṭlūb, diperkirakan ‘iddah perempuan

yang suaminya meninggal tetapi tidak hamil selama empat bulan sepuluh hari

adalah lantaran Allah menganggap bahwa masa tersebut merupakan batas

maksimal yang dapat dipikul seorang perempuan yang ditinggal mati oleh

suaminya, semetara ia sendiri tidak hamil.36 Dengan demikian, jika isteri diketahui

kehamilannya dan pada waktu yang bersamaan suami meninggal, maka isteri tetap

menjalankan ‘iddah hingga melahirkan, bukan ‘iddah kematian suaminya selama

empat bulan sepuluh hari.

2.2.3. ‘Iddah dengan Qurū’

Para fuqaha berbeda pendapat tentang makna qurū’. Istilah qurū’

memiliki dua makna, yaitu masa haid atau masa suci. Dimaksud dengan tiga kali

qurū’ yaitu tiga kali haid atau tiga kali masa suci.37 Para fuqaha mazhab Hanafi

dan Hambali berpendapat bahwa qurū’ adalah haid. sementara itu, para fuqaha

mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat, bahwa qurū’ masa suci yang berada di

antara dua haid. Abu Hanifah dan orang-orang yang sepakat dengannya memilih

makna haid. Dengan alasan haid merupakan hal yang terdekat dengan makna

‘iddah dan lebih menunjukkah kekosongan rahim. Lebih dari itu, haid juga

36Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah…, hlm. 495.
37M. Sayyid ahmad al-Musayyar, Akhlak al-Usrah al-Muslimah Buhūś wa Fatāwa;

Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, (terj: Habiburrahman), cet. XII, (Jakarta:
Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 324.



25

merupakan persoalan empiris yang dapat dijadikan sebagai tanda berakhirnya

batas waktu atau sebagainnya. Sementara itu, Mazhab Maliki dan orang-orang

yang sependapat dengannya memilih makna suci. Karena makna tersebut lebih

dekat pada derivasi kata dan kata tiga menunjukkan makna muanaś. Berdasarkan

hal ini, seandainya terjadi suatu perceraian, sementara isteri adalah perempuan

yang bisa haid maka menurut Mazhab Maliki, ‘iddah isteri tidak berakhir kecuali

dengan tiga kali masa suci dimana talak jatuh dihitung dari sebagian tiga masa

suci tersebut, meskipun itu sebentar.38

Adapun menurut pendapat Mazhab Hanafi dan orang-orang yang

sependapat dengannya, ‘iddah isteri tidak berakhir kecuali dengan tiga kali haid

secara sempurna. Apabila talak tersebut di tengah-tengah haid, haid ini tidak

dihitung dari masa ‘iddah, melainkan harus ada tiga haid sempurna, sementara

haid itu tidak dibagi-bagi. Dengan demikian seorang isteri harus menunggu

sampai haid ketiga sempurna. Adapun dalil hukum masing-masing ulama tersebut

yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah sebagai berikut:

              
           …

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga

kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan

Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari

akhirat…”. (QS. Al-Baqarah: 228).

38Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah…, hlm.
496-497.
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Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jika isteri yang masih

mengalami haid dicerai oleh suaminya, maka wajib untuk menjalankan masa

tunggu selama tiga kali qurū’, atau selama tiga bulan. Hal ini terlepas dari adanya

perbedaan pendapat seperti tersebut di atas.

2.2.4. ‘Iddah Perempuan Mustahaḍah

Mustahaḍah adalah perempuan yang mengeluarkan darah tanpa henti.

Darah ini tidak menghalangi shalat sebagaimana darah haid yang keluar dapat

membatalkan shalat. Jika terjadi perceraian antara seorang isteri dengan suaminya,

dan ia mempunyai kebiasaan (lamanya haid) yang diketahui maka ia ber ‘iddah

sesuai dengan kebiasaannya itu, ini sesuai dengan kesepakatan ulama. Namun,

jika ia tidak mempunyai kebiasaan yang diketahui atau mempunyai kebiasaan

tetapi ia lupa, perempuan ini dinamakan dengan muhīrah (perempuan yang

bingung), maka dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan, bahwa ia harus ber

‘iddah selama tiga bulan. Sebab, biasanya haid itu jatuh pada setiap bulan.

Sementara, menurut satu pendapat, ia harus ber-’iddah selama tujuh

bulan, satu bulan untuk ketika haid, sementara enam bulan lainnya untuk ketiga

masa suci, sebagai sikap hati-hati. Menurut pendapat yang lain lagi, ia harus ber

‘iddah selama tiga bulan, selain bulan dimana terjadi perceraian pada bulan itu.

Dan ada juga yang berpendapat, ia harus ber-‘iddah selama satu tahun. Sementara

praktik yang berlaku sesuai dengan pendapat pertama.39

Dapat dipahami bahwa idda bagi perempuan yang mustahadhah ini

memiliki beragam pendapat. Namun yang terpenting adalah melihat pada

39Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah…, hlm.
493-498.
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pendapat jumhur ulama, bahwa ‘iddah-nya adalah selama tiga bulan. Ketika habis

mas ‘iddah maka ia berhak untuk menikah kembali dengan laki-laki lainnya,

sebagaimana juga berlaku untuk habisnya masa ‘iddah dengan tiga kali suci,

hamil dan kematian suami.

2.3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Masa ‘iddah

Dalam hukum perkawinan Islam, adanya hak dan kewajiban antara suami

dan isteri merupakan hubungan timbal balik dan bersifat seimbang, baik dalam

memenuhi hak dan kewajiban yang sifatnya materi ataupun nonmateri. Begitu

juga ketika sebuah perkawinan telah terputus, terdapat juga hak dan kewajiban

yang harus dijalankan oleh mesing-masing pihak yang bersangkutan, walaupun

pemenuhan hak dan kewajiban tersebut lingkupnya lebih sempit dibandingkan

pada saat perkawinan masih utuh.

Terkait dengan hak dan kewajiban suami pada saat bekas isteri menjalani

masa ‘iddah, terdapat regulasi/aturannya dalam hukum Islam, yaitu dalam

preseden al-Quran. Dinyatakan bahwa bekas suami tetap memiliki hak dan

kewajiban terhadap isterinya seperti sebelum bercerai, begitu juga isteri

mempunyai hak atas suaminya. Di bawah ini, dijelaskan beberapa ketentuan

tentang hak dan kewajiban suami dengan merujuk pada pendapat ulama fikih.

2.3.1. Hak Suami dalam Masa ‘Iddah

Bicara masalah hak suami dalam masa ‘iddah bekas isterinya, erat

kaitannya dengan hak suami untuk merujuk bekas isteri dalam talak raj’i. Al-

Jazairi menjelaskan bahwa di antara hikmah disyari’atkannya ‘iddah adalah
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memberi kesempatan kepada suami untuk kembali kepada isteri jika talaknya

adalah talak raj’i.40 Rujuk tersebut salah satu hak suami dalam masa ‘iddah bekas

isteri yang diceraikannya. Dalam arti bahwa suami mempuyai hak merujuk

isterinya dalam status perceraian dengan batas waktu habis masa ‘iddah talak

tanpa mempertimbangkan pesetujuan atau kesediaan dari bekas isterinya.41

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah sebagai berikut;

              
                  

                 
  

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti
itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang
ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan
daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS.
Al-Baqarah: 228).

Pada saat talak dilangsungkan, tidak ada larangan untuk berkumpul

dengan mantan isterinya dalam masa talak raj’i, sebab akad perkawinannya tidak

hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi

hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). Abdul Rahman Ghazaly

40Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim, ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman
Hidup Seorang Muslim, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul
Qura, 2014), hlm. 857.

41Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah, ed. In, Fiqih
Lima Mazhab; Ja’fari, Hanafi Maliki, Syafi’i, Hanbali, (terj: Masykur, dkk), cet. XVIII, (Jakarta:
Lentera, 2006), hlm. 481.
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menyatakan bahwa rujuk adalah salah satu hak bagi laki-laki dalam masa ‘iddah.

Oleh karena itu, suami tidak berhak membatalkan haknya. Beliau menambahkan

bahwa pemenuhan hak rujuk tersebut dapat dilakukan dengan perbuatan atau

ucapan. Namun menurut Imam Syafi’i, bahwa rujuk hanya diperbolehkan dengan

ucapan yang jelas dan dapat dimengerti, dan tidak boleh rujuk dengan

persetubuhan. Ibnu Hazm juga berpendapat rujuk tersebut dilakukan dengan

ucapan, dan harus disertai dengan saksi.42 Dalam surat al-Thalaq terdapat

gambaran hukum bahwa suami pada dasarnya berhak untuk melepaskan isterinya

dengan cara yang baik. Adapun ayat tersebut sebagi berikut:

                 
    ….

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, Maka rujukilah

mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah…,”. (QS. Al-

Thalaq: 2).

Kaitan dengan tersebut di atas, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa

walaupun ruju’ merupakan hak suami dalam penantian isteri dalam perceraiannya,

tetapi suami dalam hal-hal tertentu diharamkan untuk merujuk bekas isterinya.

Diantaranya yaitu keharaman suami untuk merujuk isteri yang dilatarbelakangi

motif ingin menimpakan kamudharatan dan kesengsaraan terhadap perempuan

42Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 265-
266.
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yang dicaraikannya. Seperti suami menalak isteri, kemudian ketika masa ‘iddah

talak raj’i tinggal dua hari kemudian suami merujuk kembali, dan setelah itu

suami kembali menalak isterinya. Sehingga mengakibatkan masa menunggu atau

‘iddah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, hal ini akan

menyusahkannya.43

Sedangkan jika masa ‘iddah wanita tersebut telah masik dalam talak

ba’in, maka suami tidak mempunyai hak untuk merujuk bekas isteri. Amir

Syarifuddin menyatakan bahwa talak ba’in merupakan talak yang putus secara

penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali

dengan nikah baru.44 Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa suami masih

memiliki hak untuk merujuk kembali bekas suami ketika masih dalam masa

‘iddah isterinya.

2.3.2. Kewajiban Suami dalam Masa ‘Iddah

Kemudian, di sisi lain suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus

dipikul dan dipenuhi terhadap bekas isterinya dalam masa ‘iddah talak raj’i.

Dimana suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seperti tempat tinggal

dan lainya. Karena status isteri dalam masa ‘iddah talak raj’i sama dengan isteri

dalam masa pernikahan.45 Jadi suami masih memiliki kewajiban sebagaimana

disebutkan dalam ketentuan naş. Dalam pembahasan awal telah dikemukakan

bahwa antara hak dan kewajiban masing-masing suami isteri memiliki relasi yang

43Wahbah Zuhaili, al-Tafsirul Muniir; fil ‘Aqidah wasy-Syarii’ah wal Manhaj, (terj:
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid XIV, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 663.

44Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh, Munakahat
dan Undang-undang Perkawinan, cet. V, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.
221.

45Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, hlm. 221.
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berimbang, artinya pada satu sisi kewajiban suami merupakan pemenuhan

terhadap hak-hak isteri, dan sisi lain kewajiban isteri merupakan pemenuhan hak

suami. Dalam kaitan ini, perceraian bukan berarti menghilangkan hak dan

kewajiban masing-masing antara suami isteri, melainkan telah ditentukan masih

adanya hubungan seperti sebelum dilakukannya perceraian, dengan syarat bahwa

pemenuhan kewajiban tersebut masih dalam koridor atau batasan waktu ‘iddah

seorang isteri.

Menurut jumhur ulama dan menjadi konsensus para ulama fikih bahwa

perempuan yang menunggu (‘iddah) dalam talak raj’i memiliki hak memperoleh

tempat tinggal. Ketentuan ini merujuk dari gambaran ayat al-Qur’an surat al-

Thalaq sebagai berikut;

                  
             
        
     

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka
dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali
mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum
Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya
sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah
itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Al-Thalaq: 1).

Selain itu dijelaskan pula dalam ayat berikutnya:
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                
       

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampu-
annya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah
dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan
beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan”. (QS. Al-Thalaq: 7)

Mengenai ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya

“al-Tafsir al-Munir”, bahwa hendaklah bapak atau wali anak memberi kepada

anak menurut kemampuannya, kekuatan dan kesanggupannya. Mengenai ayat di

atas, Wahbah Zuhaili juga menyatakan ulama berijma’ bahwa perempuan yang

ditalak raj’i (yakni yang masih boleh dirujuk setelah satu talak atau dua talak)

memiliki hak memperoleh tempat tinggal (as-suknaa) dan nafkah.46 Kedudukan

hak isteri atas nafkah dan tempat tinggal menjadi kewajiban bagi suami untuk

memenuhinya. Meskipun isteri yang ditalak raj’i dalam keadaan tidak hamil,

statusnya sama seperti isteri dalam mendapatkan hak al-ihtibaas (tetap berada di

rumah) dan otoritas suami atas dirinya masih berlaku.47

Adapun mengenai isteri yang dicerai dalam bentuk talak ba’in, baik ba’in

sughra atau ba’in kubra dan ia sedang hamil, dalam hal ini ulama sepakat bahwa

wanita tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal.48 Dalam arti bahwa suami

wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya. Hal ini sebagaimana telah

dijelaskan dalam Alquran sebagai berikut:

46Wahbah Zuhaili, al-Tafsirul Muniir…, hlm. 661.
47Wahbah Zuhaili, al-Tafsirul Muniir…, hlm. 661.
48Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, hlm. 322.
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              
                  

                 
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan
jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq: 6).

Lebih lanjut, Amir Syarifuddin menjelaskan bila wanita yang ditalak

ba’in tersebut tidak dalam keadaan hamil, ulama berbeda pendapat. Sebagian

ulama di antaranya Umar dan anaknya, ibnu Mas’ud, ibnu Abbas, Imam Malik,

as-Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan itu berhak atas tempat

tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah. Sedangkan menurut Ali, Jabir, Atha’,

Thawus dan Daud az-Zahiri berpendapat bahwa wanita tersebut tidak mendapat

nafkah dan juga tempat tinggal, karena perkawinan mereka dianggap putus sama

sekali. Adapun menurut pendapat Abu Hanifah, al-Tsauri, al-Hasan, dan ibnu

Syubrumah menyatakan bahwa wanita yang ditalak ba’in tersebut masih

mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal.49

2.3.3. Hak dan Kewajiban Isteri dalam Masa ‘Iddah

Selanjutnya dijelaskan bahwa perempuan berhak memperoleh haknya

yang dibebankan kepada suami, baik nafkah maupun tempat tinggal, hal ini telah

49Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…, hlm. 322-323.
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disepakati oleh para ulama bahkan sahabat Nabi seperti, Umar bin Khattab,

Abdullah bin Mas’ud, dan banyak dari kalangan fuqaha telah berpendapat yang

sama seperti ulama kalangan Hanafiyah dan ats-Tsauri.50 Pendapat tersebut di

dasari oleh adanya gambaran hukum dalam al-Quran. Adapun dalil umum dalam

al-Qur’an yaitu terdapat pada surat al-Thalaq ayat 6:

           
                  

                 
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah
ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan
jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya”. (QS. Al-Thalaq: 6).

Begitu juga dalam mazhab Syafi’i, terdapat argumentasi bahwa isteri

yang menjalani masa ‘iddah karena talak raj’i (dapat dirujuk) berhak

mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari suami yang menalaknya selama

‘iddah-nya. Sebab perempuan yang ditalak raj’i (dapat dirujuk) mesih berstatus

isteri bagi suami yang menalaknya. Karena suami masih dapat merujuknya tanpa

akad baru dan tanpa persetujuan darinya.51 Maka, dapat dipahami bahwa pada satu

sisi nafkah tersebut sebagai hak isteri dan disisi lain menjadi tanggung jawab

50Wahbah Zuhaili, al-Tafsirul Muniir…, hlm. 662
51Mustafa Dib Al-Bugha, Al-Tadzhib fi Adillati Matan al-Ghayah wa al-Taqrib;

Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i, (terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 486.
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sebagai beban wajib bagi suami yang menceraikannya. Sebagaimana keterangan

Amiur Nuruddin, bahwa ayat di atas merupakan dasar bagi suami untuk

memberikan tempat tinggal bagi isteri-isteri yang ditalaknya, bahkan ayat tersebut

memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi

oleh suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya.52

Sebaliknya dipahami bahwa kewajiban suamiseperi tersebut di atas menjadi hak

yang harus diperoleh bekas isteri.

Terdapat juga keterangan dalam salah satu hadis bahwa isteri yang

menjalani masa ‘iddah tetap dapat tinggal di rumah mantan suaminya dengan

syarat mantan isteri bersikap baik dan taat terhadap mantan suaminya. Tetapi jika

wanita tersebut durhaka maka tidak mendapat hak apa-apa dari mantan suaminya.

Adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut:

أیَْضًا قتُیَْبةَُ  وَقاَلَ  حَازِمٍ  أبَيِ ابْنَ  یعَْنيِ الْعَزِیزِ  ثنَاَعَبْدُ  حَدَّ سَعِیدٍ  بْنُ  قتُیَْبةَُ  ثنَاَ حَدَّ
أبَيِ عَنْ  حَازِمٍ  أبَيِ عَنْ  كِلیَْھِمَا الْقاَرِيَّ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  ابْنَ  یعَْنيِ یعَْقوُبُ  ثنَاَ حَدَّ
عَلیَْھِ   ُ اللهَّ صَلَّى النَّبيِِّ  عَھْدِ  فيِ زَوْجُھاَ طَلَّقھَاَ أنََّھُ  قیَْسٍ  بنِْتِ  فاَطِمَةَ  عَنْ  سَلمََةَ 
رَسُولَ  لأَعُْلمَِنَّ   ِ وَاللهَّ قاَلتَْ  ذَلكَِ  رَأتَْ  ا فلَمََّ دُونٍ  نفَقَةََ  عَلیَْھاَ أنَْفقََ  وَكَانَ  وَسَلَّمَ 
تكَُنْ  لمَْ  وَإنِْ  یصُْلحُِنيِ الَّذِي أخََذْتُ  نفَقَةٌَ  ليِ كَانَ  فإَنِْ  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ   ُ اللهَّ صَلَّى  ِ اللهَّ
وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ   ُ اللهَّ صَلَّى  ِ اللهَّ لرَِسُولِ  ذَلكَِ  فذََكَرْتُ  قاَلتَْ  شَیْئاً مِنْھُ  آخُذْ  لمَْ  نفَقَةٌَ  ليِ

( (رَوَاهُ الْمُسْلمِْ  سُكْنىَ وَلاَ  لكَِ  نفَقَةََ  لاَ  فقَاَلَ 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah

menceritakan kepada kami Abdul Aziz yaitu Ibnu Abi Hazim. Dan
Qutaibah juga berkata; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, yaitu
Ibnu Abdirrahman Al Qari, sedangkan keduanya dari Abu Hazim dari
Abu Salamah dari Fathimah binti Qais bahwa dia telah diceraikan oleh
suaminya pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian
(suaminya) memberi nafkah untuk dirinya kurang dari biasanya. setelah

52Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. IV, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 248.
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mengetahui hal itu, dia berkata; Demi Allah, sungguh saya akan
meberitahukan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam,
jika sekiranya saya masih berhak mendapatkannya dari mantas
suamiku, maka saya akan mengambilnya untuk memperbaiki
kehidupanku, namun jika saya tidak berhak mendapatkan nafkahnya
lagi, maka saya tidak akan mengambilnya sedikit pun. Dia berkata;
Lantas saya beritahukan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam, maka beliau bersabda: "Kamu tidak berhak lagi
mendapatkan nafkah dan tempat tinggal darinya”. (HR. Muslim).

Pemenuhan kewajiban bekas suami dalam bentuk tempat tinggal dan

nafkah terhadap isteri yang ditalak raj’i tersebut harus sesuai dengan kemampuan

dan kondisi perekonomian. Selain itu, suami diharamkan untuk menimpakan

kemudharatan dan kesengsaraan terhadap bekas isteri yang diceraikannya, baik

dalam masalah nafkah maupun tempat tinggal.53 Dari beberapa keterangan di atas,

dapat dipahami bahwa bekas suami yang masih dalam status talak raj’i,

mempunyai status hukum yang sama seperti keadaan belum bercerai, artinya

suami masih mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk memenuhi hak-

hak isteri dalam rumah tangga, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan

(tempat tinggal).

Penjelasan hukum di atas hanya sebatas kewajiban suami ketika bekas

isteri tidak dalam keadaan hamil. Jika isteri yang ditalak dalam keadaan hamil

atau diketahui kemudian kehamilan bekas isterinya, maka suami wajib untuk

memberi nafkah, pakaian serta tempat tinggal hingga anak yang dikandungnya

dilahirkan. Selain itu, walaupun anak tersebut telah lahir dan masa ‘iddah

perempuan tersebut telah habis, dalam hal ini bekas suami tetap memikul

kewajiban untuk menafkahi dan memberi upah penyusuan bagi isterinya yang

53Wahbah Zuhaili, al-Tafsirul Muniir…, hlm. 663
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ditalak. Lebih dari itu, menurut Wahbah Zuhaili, antara suami isteri yang bercerai

harus saling bermusyawarah dengan baik dan patut berkaitan dengan penjagaan

terhadap anak yang dilahirkan. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan anak, baik

perhatian terhadap kesehatan anak maupun penghidupan anak tersebut. Ini

dilakukan tanpa ada kemudharatan masing-masing pihak.54

Dari penjelasan hukum di atas dapat dipahami bahwa perceraian

merupakan pemisah ikatan hubungan perkawinan antara suami dengan isteri.

Dengan demikian, segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

semestinya terputus secara hukum. Akan tetapi, dalam hukum Islam, perceraian

yang tergolong raj’i ditentukan tidak menghilangkan hak-hak masing-masing

suami isteri. Artinya suami masih tetap mempunyai kewajiban memberi nafkah

dan merujuk isterinya serta begitu pula untuk seorang isteri yang ditalak raj’i

tidak boleh keluar dari rumah suami selama masa ‘iddah belum habis. Kewajiban

suami seyogianya tidak boleh ditinggalkan mengingat hukum tersebut secara

eksplisit telah digambarkan dalam al-Qur’an yang berkedudukan sebagai sumber

hukum Islam.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, bahwa dalam lapangan fikih ke-

Islam yang mengkaji tentang hukum perkawinan berikut dengan permasalahan-

permasalahan yang ada di dalamnya, termasuk dalam hal ini terkait dengan

permasalahan ‘iddah talak raj’i, terdapat asumsi dasar sebagai kebenaran umum

bahwa telah menjadi ijma’ ulama tentang wajibnya seorang wanita yang dicerai

oleh suaminya untuk melaksanakan ‘iddah dengan batasan waktu yang telah

54Wahbah Zuhaili, al-Tafsirul Muniir…, hlm. 660.
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ditentukan, dimana ada kalanya wanita tersebut harus menunggu dalam hitungan

bulan, hingga melahirkan bagi wanita hamil dan menunggu selama tiga kali suci

atau haid (quru’).55 Begitu juga bagi laki-laki sebagai bekas suami dari wanita

tersebut, dimana laki-laki tersebut harus memenuhi kewajiban untuk menafkahi

dan memberi tempat tinggal bagi wanita sebagai bekas isterinya dan sebaliknya

seorang isteri harus tetap tinggal di rumah bekas suaminya.

Apabila seorang perempuan berada dalam masa ‘iddah talak raj’i, baik

karena talak satu ataupun talak dua, maka ia harus tetap tinggal barsama suaminya

selama iddahnya belum habis. Ia (perempuan tersebut) bahkan disunatkan untuk

berdandan dan mendekati suaminya lagi agar sang suami merujuknya kembali

dengan ucapan ataupun perbuatan (hubungan suami isteri). Selain itu, wanita

tersebut dilarang keluar untuk jalan-jalan, ziarah, haji, maupun umrah, dan ia

harus tetap berada dirmah suaminya kecuali untuk memenuhi tuntutan kebutuhan

hidupnya sehari-hari.56

Kedudukan hukum di atas mengacu pada bunyi surat al-Thalaq ayat 1

yang menyatakan tentang laki-laki tidak dibenarkan untuk mengeluarkan para

isteri yang telah diceraikan. Keterangan ayat tersebut oleh hampir seluruh ulama

fikih dijadikan sebagai landasan tidak dibenarkannya seorang isteri keluar dari

rumah bekas suaminya dalam masa ‘iddah dan pada waktu bersamaan

diwajibkannya bagi laki-laki (bekas suami) untuk menafkahinya.

55Penjelasan mengenai macam-macam masa iddah yang wajib dilaksanakan isteri secara
rinci dimuat dalam kitab Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajiz fi al-Ahkam al-Usrah al-
Islamiyah; Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta:
Era Intermedia, 2005), hlm. 493-498.

56M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, Akhlak al-Usrah al-Muslimah Buhuts wa Fatāwā,
(terj: Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 330.
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BAB TIGA

KAJIAN PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI’I TERHADAP
GABUNGAN ‘IDDAH WANITA HAMIL

DAN KEMATIAN SUAMI

3.1. Sekilas Tentang Biografi Imam Syafi’i

Beografi Imam Syafi’i banyak di jumpai dalam literatur fikih. Namun,

dalam tulisan ini peneliti hanya mengutip buku “al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuh”

karangan Wahbah Zuhaili yang memuat beografi Imam Syafi’i.1 Dalam sub

bahasan ini, akan dijelaskan mengenai nama, silsilah kelahiran dan wafatnya

Imam Syafi’i. Kemudian dijelaskan pula sekilas tentang perjalanan menuntut

ilmu, karya-karyanya, serta murid-murid Imam Syafi’i.

3.1.1. Nama dan Silsilah Kelahiran Imam Syafi’i.

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa nama lengkap Imam Syafi’i adalah

al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasyimi al-

Muththalibi ibnul Abbas bin Utsman bin Syafi’i. Silsilah nasabnya bertemu

dengan kakek butut Rasulullah saw, yaitu Abdul Manaf. Imam Syafi’i dilahirkan

di Ghazzah Palestina pada tahun 150 H, bertepatan pada tahun wafatnya Imam

Abu Hanifah. Pada tahun 204 H Imam Syafi’i wafat.

1Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuh, ed. In, Fiqih Islam; Pengantar Ilmu
Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat, (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk),
jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 44-46.
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3.1.2. Perjalanan Menuntut Ilmu dan Sumber Hukum Imam Syafi’i.

Setelah kematian ayahnya dan dalam waktu yang sama ia masih berumur

2 tahun, Imam Syafi’i dibawa  oleh ibunya ke Mekkah. Beliau diasuh dan

dibesarkan dalm keadaan yatim. Ia pernah tinggal bersama kabilah Huzail di al-

Badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arab. Dalam hal ini,

Imama Syafi’i banyak mempelajari dan menghafal sya’ir mereka. Imam Syafi’i

juga pernah belajar di Mekkah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-

Zanji, pada waktu itu ia diberi izin untuk memberi fatwa, sedangkan umurnya

baru 15 tahun. Setelah di Mekkah, beliau juga pergi ke Madinah dan menuntut

Ilmu melalui gurunya yaitu Imam Malik bin Anas (penggagas Mazhab Maliki).ia

belajar kitab al-Muwatha’ dalam jangka waktu sembilan malam. Imam Syafi’i

juga pernah pergi ke Baghdad pada tahun 182 H. ia mempelajari kitab fuqaha Iraq

dari Muhammad ibnul Hasan.

Adapun sumber hukum Imam Syafi’i terkait dengan penetapan suatu

hukum ia merujuknya pada empat sumber, yaitu Al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ dan

Qiyash. Ia tidak mengambil pendapat sahabat sebagi sumber hukum mazhabnya.

Begitu juga ia tidak mengambil sumber hukum melalui metode Istihsan, Masalih

Mursalah, dan tidak setuju dengan ‘Aml ahl-Madinah (perbuatan penduduk

madinah). Dalam hal ini, ia dikenal dengan neshir as-sunnah atau penyokong as-

Sunnah.

Imam Syafi’i adalah seorang mujtahid mutlak, dia adalah imam di bidang

fiqih, hadis, dan ushul. Dia telah berhasil menggabungkan ilmu fiqih ulama hijaz

dengan ulama Iraq. Imam Ahmad berkata: “Imam Syafi’i adalah orang yang
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paling alim berkenaan dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah swa.” Dia juga

pernah berkata bahwa: “Siapapun yang memegang tinta dan pena di tanggannya,

maka ia berutang budi pada asy-Syafi’i”. Tasy Kubra Zadah dalam kitabnya

Miftah as-Sa’adah berkata: “Ulama kalangan ahli fikih, ushul, hadis, bahasa, tata

bahasa, dan lain-lain telah sepakat tentang amanah, adil, zuhud, wara’, taqwa,

pemurah, serta baiknya tingkah laku dan tinggi budi pekerti yang dimiliki oleh

Imam Syafi’i. Meskipun banyak pujian yang diberikan, namun ia tetap tidak

memadai”.

3.1.3. Karya-Karya Imam Syafi’i dan Murid-Muridnya.

Terdapat beberapa karya atau kitab Imam Syafi’i yang masyhur diketahui

oleh banyak pengikutnya. Dalam bidang Ushul Fiqh, nama kitabnya yaitu al-

Risālah. Adapun dalam bidang Fiqh adalah kitab al-Umm. Selain dua kitab

terkenal tersebut, masih ada beberapa kitab yang dikarang oleh Imam Syafi’i,

seperti al-Hujjah pada mazhabnya yang qadim (qaul qadim). Kitab al-Hujjah ini

diriwayatkan oleh empat muridnya, yaitu Ahmad bin Hanbal (penggagas Mazhab

Hambali, Abu Tsaur, az-Za’farani, dan al-Karabisi.2 Sedangkan kiab qaul jadid

dari Imam Syafi’i adalah kitab al-Umm tadi, yang diriwayatkan oleh empat

muridnya yaitu al-Muzani, al-Buwaithi, ar-Rabi’ al-Jizi, dan a-Rabi’ bin Sulaiman

al-Muradi.3

Imam Syafi’i mempunyai banyak pengikut dan beberapa murid yang

banyak di Hijaz Iraq, Mesir, dan di Negara-Negara Islam lainnya. Di bawah ini,

2Ibid., hlm. 45.
3Ibid.
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akan dijelaskan riwayat lima murid Imam Syafi’i yang telah mempelajari qaul

jadid-nya.

1. Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Abu Ya’qub, Ia wafat pada tahun 231 Hijriah

dalam penjara di Baghdad, karena fitnah mengenai pendapat bahwa al-Qur’an

adalah makhluk yang ditimbulkan oleh khalifah al-Ma’mun. Imam Syafi’i telah

melantiknya sebagai pemimpin di halaqahnya. Dan ia telah menghasilkan

mukhtashar yang masyhur berdasrkan pendapat Imam Syafi’i.

2. Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani, (wafat pada tahun 264 Hijriah).

Imam Syafi’I berkata: “al-Muzani adalah orang yang menolong mazhabku”.

Dia telah menghasilkan banyak kitab dalam mazhab Syafi’i. Seperti kitab al-

Mukhtaṣar al-Kabir (al-Mabsuth), dan kitab al-Mukhtaṣar aṣ-ṣaghir. Banyak

ulama Khurasan, Iraq, dan Syam, yang belajar padanya. Dia adalah seorang

yang alim dan mujtahid.

3. Ar-Rabi’ bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Muradi, Abu Muhammad (perawi

kitab), dia merupakan muazin di masjid Amr Ibnul Ash (masjid fusthath),

wafat pada tahun 270 Hijriah, dia bersama imam Syafi’I dalam jangka waktu

yang lama, sehingga ia menjadi periwayat kitab-kitab Imam Syafi’I seperti al-

Risālah dan al-Umm. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara riwayat al-

Muzani dengan riwayatnya (al-Muradi), maka riwayat dialah yang diutamakan.

4. Harmalah bin Yahyabin Harmalah (wafat pada tahun 266 Hijriah). Ia telah

meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi’I yang tidak diriwayatkan oleh ar-Rabi’,

seperti kitab asy-Syuruth (tiga jilid), kitab as-Sunan (sepuluh jilid), kitab an-

Nikah, dan kitab Alwan al-Ibil wal Ghanam wa Syifatiha wa Asnaniha.
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5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, (wafat pada bulan Zulqaidah pada

tahun 268 Hijriah). Selain sebagai murid kitab, ia juga sebagai murid Imam

Malik. Orang Mesir menghormatinya dan mengakui bahwa tidak ada orang

yang menyamainya. Imam Syafi’I sangat mengasihinya dan sangat rapat

dengannya. Dia meninggalkan mazhab Imam Syafi’I dan kembali kepada

mazhab Imam Malik, karena imam Imam Syafi’I tidak melantiknya sebagai

pengganti untuk mengurus halaqahnya, juga karena mazhab ayahnya adalah

mazhab Imam Malik.

3.2. Kedudukan Hukum ‘Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami
Menurut Mazhab Syafi’i

Sebagaimana penjelasan seperti yang telah dikemukakan pada bab satu

sebelumnya, bahwa kedudukan hukum ‘iddah wanita hamil dan kematian suami

masih menuai perbincangan di kalangan ulama. Secara garis besar, ada dua

pendapat yang saling kontradiksi. Pertama, pendapat yang menyatakan ketika

seorang wanita dihadapkan pada dua keadaan, yaitu wanita hamil dan di saat itu

juga suami meninggal dunia, maka ‘iddah yang seharusnya dijalankan wanita itu

adalah ‘iddah yang terpanjang dari dua masa ‘iddah yang ada. Kedua, adalah

pendapat yang menyatakan ‘iddah wanita hamil dan kematian suami yaitu sampai

melahirkan kandungan.

Dalam hal ini, Imam Syafi’i kelihatannya memilih pandapat kedua, yaitu

‘iddah wanita tersebut hingga melahirkan anak, dan Ibnu Rusyd menyatakan
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bahwa pendapat kedua ini merupakan pendapat jumhur fuqaha,4 termasuk

pendapat Imam Syafi’i. Pada dasarnya, pendapat Imam Syafi’i terkait dengan

kedudukan masa ‘iddah wanita hamil dan kematian suami ini banyak dijumpai

dalam literatur-literatur fikih, salah satu pendapat jumhur . Misalnya, sebagimana

yang dijelaskan oleh Sayyid as-Syuri, bahwa Imam Syafi’i pernah barkata tekait

dengan kondisi wanita yang menjalani dua masa ‘iddah sekaligus.5 Ia (Syafi’i)

menyatakan bahwa pendapat sebagian ulama menetapkan kewajiban isteri yang

ditinggal mati suaminya untuk melaksanakan ‘iddah selama empat bulan sepuluh

hari, hal ini seperti yang Allah tetapkan. Disamping itu juga Allah mewajibakan

‘iddah wanita yang hamil selama sampai ia melahirkan anak. Apabila isteri

ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka ia mejalani dua ‘iddah secara

bersamaan. Namun, menurut Imam Syafi’i sendiri ‘iddah wanita tersebut adalah

sampai wanita melahirkan anak.6

Muṣtafā Dīb al-Bughā juga menyetakan dalam kitab Mātan al-Taqrīb

dalam maszah Syafi’i, bahwa ketentuan ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati

oleh suaminya ada dua bentuk. Pertama, jika ia dalam keadaan hamil, maka

‘iddahnya adalah berakhir sampai ia melahirkan.7 Ketentuan ini berdasarkan

firman Allah, yaitu sebagai berikut:

4Ibnu Rusyd, Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid, ed. In, Bidayatul Mujtahid;
Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet. 3, (Jakarta:
Pustaka Amani, 2007), hlm. 619.

5Ar-Risālah, dalam Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, Tafsir Imam Asy-Syafi’i,
ed. In, Tafsir Imam Syafi’i, (terj: M. Misbah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 71.

6Ar-Risālah, dalam Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, Tafsir Imam Asy-Syafi’i,
ed. In, Tafsir Imam Syafi’i, (terj: M. Misbah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 71.

7Mustafa Dib al-Bugha, Al-Tazhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrib, ed. In,
Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’I; Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja’ dengan Dalil Al-Qur’an
dan Hadis, (terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 481-482.
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           
Artinya: “…dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah

sampai mereka melahirkan kandungannya…”. (QS. At-Thalaq: 4).

Ayat tersebut secara umum menjelaskan tentang ‘iddah perempuan yang

hamil, baik yang ditinggal mati suaminya maupun yang diceraikan.

Kesimpulannya adalah wanita tersebut, baik dicerai oleh suami maupun ditinggal

mati suaminya wajib menjalani ‘iddah kehamilan, yaitu sampai melahirkan anak.

Dalil pendukung dari pendapat Imam Syafi’i tersebut adalah riwayat hadis,

dimana Abu Hurairah yang berselisih pendapat dengan Ibnu Abbas mengenai

seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan dalam keadaan hamil serta telah

melahirkan anak. Abu Hurairah berpendapat bahwa wanita itu boleh dinikahi

karena ia telah melahirkan anak. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa

‘iddah wanita tersebut adalah waktu yang paling lama. Kemudian mereka

mengirim utusan kepada Ummu Salamah (untuk menanyakan hal tersebut).

adapun riwayat hadisnya adalah sebagai berikut:

أیَْضًا قتُیَْبةَُ  وَقاَلَ  حَازِمٍ  أبَيِ ابْنَ  یعَْنيِ الْعَزِیزِ  ثنَاَعَبْدُ  حَدَّ سَعِیدٍ  بْنُ  قتُیَْبةَُ  ثنَاَ حَدَّ

أبَيِ عَنْ  حَازِمٍ  أبَيِ عَنْ  كِلیَْھِمَا الْقاَرِيَّ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  ابْنَ  یعَْنيِ یعَْقوُبُ  ثنَاَ حَدَّ

عَلیَْھِ   ُ اللهَّ صَلَّى النَّبيِِّ  عَھْدِ  فيِ زَوْجُھاَ طَلَّقھَاَ أنََّھُ  قیَْسٍ  بنِْتِ  فاَطِمَةَ  عَنْ  سَلمََةَ 

رَسُولَ  لأَعُْلمَِنَّ   ِ وَاللهَّ قاَلتَْ  ذَلكَِ  رَأتَْ  ا فلَمََّ دُونٍ  نفَقَةََ  عَلیَْھاَ أنَْفقََ  وَكَانَ  وَسَلَّمَ 

تكَُنْ  لمَْ  وَإنِْ  یصُْلحُِنيِ الَّذِي أخََذْتُ  نفَقَةٌَ  ليِ كَانَ  فإَنِْ  وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ   ُ اللهَّ صَلَّى  ِ اللهَّ

وَسَلَّمَ  عَلیَْھِ   ُ اللهَّ صَلَّى  ِ اللهَّ لرَِسُولِ  ذَلكَِ  فذََكَرْتُ  قاَلتَْ  شَیْئاً مِنْھُ  آخُذْ  لمَْ  نفَقَةٌَ  ليِ

( (رَوَاهُ الْمُسْلمِْ  سُكْنىَ وَلاَ  لكَِ  نفَقَةََ  لاَ  فقَاَلَ 
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Artinya: “Abu Hurairah berselisih dengan Ibnu Abbas mengenai seorang wanita
yang ditinggal mati suaminya apabila ia telah melahirkan. Abu Hurairah
berpendapat, "Ia boleh dinikahi." Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat,
"Waktu yang paling lama." Kemudian mereka mengirim utusan kepada
Ummu Salamah (untuk menanyakan hal tersebut), kemudian Ummu
Salamah berkata, "Suami Subai'ah meninggal, lalu lima belas hari
kemudian ia melahirkan." Ummu Salamah melanjutkan, "Kemudian ada
dua orang laki-laki yang meminangnya, lalu ia menaruh perhatian
kepada salah seorang dari kedua laki-laki tersebut. Maka ketika mereka
khawatir Subai'ah menjatuhkan pilihannya, mereka pun berkata,
"Sesungguhnya engkau belum halal (untuk nikah)." Ummu salamah
berkata, "Maka aku pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam untuk menanyakan hal tersebut, beliau lalu menjawab:
"Sungguh engkau telah halal, maka menikahlah dengan orang yang
engkau kehendaki.” (HR. Muslim).

Hadis di atas merupakan menjadi rujukan Imam Syafi’i dalam

menetapkan pendapat hukum mengenai ‘iddah wanita hamil dan kematian suami

yaitu sampai melahirkan anak. Kedua, jika perempuan yang ditinggal mati

suaminya ternyata tidak hamil maka, ‘iddah-nya adalah empat bulan sepuluh hari.

Ketentuan ini berlaku meskipun suaminya meninggal setelah menggaulinya (yang

dikhawatirkan akan mengalami kehamilan).8 Hal ini berdasarkan keumuman

makna ayat Al-Qur’an surat al-Baqarah:

                     
             

   
Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan

isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya
(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis
'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka

8Mustafa Dib al-Bugha, Al-Tazhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrib, ed. In,
Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’I; Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja’ dengan Dalil Al-Qur’an
dan Hadis, (terj: Toto Edidarmo), (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 482.
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berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa
yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah: 234).

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa menurut

Imam Syafi’i ‘iddah wanita yang hamil dan kematian suami adalah hingga

melahirkan anak yang dikandungnya. Imam Syafi’i menyatakan bahwa Allah

mewajibkan bagi isteri yang ditinggal mati suami untuk ber-’iddah. Ketika telah

berakhir masa ‘iddah maka wanita tersebut telah boleh berbuat pada dirinya

dengan batasan yang ma’ruf.9 Artinya, wanita tersebut tidak lagi terhalang untuk

melakukan hal yang tidak dilarang agama, misalnya menerima pinangan orang

lain untuk menikah. Masalah ini merupakan bagian dari ketentuan hukum yang

berlaku bagi wanita hamil setelah kelahiran anaknya.

Dalam kitab “al-Umm”, Imam Syafi’i secara jelas menyatakan

kedudukan ‘iddah wanita hamil dan kematian suami, dengan pernyataan sebagi

berikut:

أومطلقة كانت عدتھا انقضت فقد كلھ بطنھا مافي المعتدة وضعت ومتى
عین10 بطرفة أوالموت بعدالطلاق ذلك ولوكان : عنھا متوفى

Artinya: “Kapan-kapan mereka wanita yang beriddah itu melahirkan apa yang

ada dalam kandungannya seluruhnya, maka iddahnya telah habis, baik

itu wanita yang ditalak maupun ditinggal mati, walaupun itu terjadi

setelah talak atau mati sekejap mata”.11

9Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, Tafsir Imam Asy-Syafi’i, ed. In, Tafsir Imam
Syafi’i, (terj: M. Misbah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 71.

10Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, al-Umm, juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-
Ilmiah, 1971), hlm. 319.

11Imam Syafi’i, al-Umm, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359.
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Dari keterangan Imam Syafi’i tersebut di atas, terdapat dua ketentuan

hukum yang dapat dipahami. Pertama, yaitu bahwa ‘iddah wanita hamil berlaku

umum untuk semua isteri yang dicerai oleh suaminya, baik cerainya disebabkan

karena talak atau cerai karena kematian suaminya. Dalam hal kematian suami,

Imam Syafi’i tidak membatasi apakah suami yang meninggal itu telah lama, atau

bahkan beberapa detik kematian suami hingga pihak isteri melahirkan anak. Hal

ini dapat dipahami dari kata-kata “awil maut biṭarfah ‘ain” seperti telah

dikemukakan di atas. Kedua, yaitu mengenai batasan ‘iddah dengan kelahiran

anak yang dikandung isteri. Dalam masalah ini, dapat dipahami bahwa Imam

Syafi’i menyatakan ‘iddah wanita tersebut berakhir katika anak lahir secara

sempurna dan seluruhnya, dan bisa juga dalam bentuk gumpalan darah karena

terjadi keguguran. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Imam Syafi’i dalam

kitab al-Umm, yaitu sebagai berikut:

سقطا تضع أن الحمل وضع من والوفاة الطلاق من المعتدة ماتخلوبھ وأقل

أورأس،أوید،أورجل، ،أوإصبع ،أوظفر عین، آدمشيء بني منخلق لھ قدبان

دمافيبطن لایكون،آدمي إلاخلق یكون لا أنھ رآه من علم رئ أوبدن،أوماإذا

عدة من بھ حلت ماھوھكذا فإذاوضعت . خلقة لایبین ولاشیأ ولاحشوة
12 . والوافاة الطلاق

Artinya: “Asy-Syafi’i berkata: Dan sekurang-kurangnya apa yang berbunyi
dengannya oleh wanita yang beriddah karena talak dan wafat bahwa
wanita itu melahirkan yang gugur. Sudah jelas baginya suatu dari
kejadian anak Adam, berupa mata, atau kuku, atau, jari-jari, atau
tangan, atau kaki, atau badan, atau sesuatu yang bila dilihat, yang
melihatnya mengetahui bahwa itu adalah kejadian anak Adam, bukan

12Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, al-Umm, juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-
Ilmiah, 1971), hlm. 320.
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darah di dalam perut, bukan pula sumbatan, dan bukan pula suatu yang
tidak jelas kejadiannya. Bila wanita itu melahirkan yang seperti ini,
niscaya ia lepas dengannya iddah talak dan iddah wafat”.13

Masalah ini juga memiliki dua sisi hukum, yaitu sebagai berkut:

1. Yang dilahirkan tersebut merupakan bakal janin. Imam Syafi’i menyatakan

bahwa bagi wanita yang ber-’iddah karena talak atau wafat berkahir dengan

kelahiran anak, meskipun terjadi keguguran. Sedangkan keguguran yang

dimaksudkan itu tidak diragukan lagi bahwa ia adalah bakal janin yang telah

memiliki salah satu anggota tubuh, seperti mata, atau kuku, atau jari-jari, atau

kaki, atau badan, sehingga orang tidak lagi ragu dimana yang dilahirkan atau

yang gugur itu merupakan anak. Sedangkan jika kelahiran atau yang gugur itu

merupakan hanya bentuk darah dalam perut, atau sesuatu yang tidak jelas

kejadiannya, maka ‘iddah wanita itu belum berakhir.

2. Yang dilahirkan tersebut harus kehamilan yang terakhir. Dalam hal ini, Imam

Syafi’i menyatakan bahwa jika wanita yang hamil itu dengan dua anak atau

lebih, maka berakhirnya ‘iddah wanita itu ketika telah melahirkan

kehamilannya yang terakhir. Artinya, jika dalam kandungan wanita telah

diketahui memiliki beberapa anak, maka ‘iddah wanita berakhir dengan

melahirkan keseluruhanan anak yang dikandungnya.

Terkait dengan poin ke dua di atas, dipahami dari pernyatan Imam

Syafi’i, yang artinya sebagai berikut:

“Jika wanita itu hamil dengan dua anak atau tiga anak, lalu wanita itu
melahirkan yang pertama, dimana wanita itu mendapat gerak anak maka
kami tawaqqufkan rujuk itu. Jika ia melahirkan anak yang lain, atau
menggugurkan janin yang jelas baginya itu bakal manusia, maka

13Imam Syafi’i, al-Umm, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 360.
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rujuknya sah. Jika wanita itu tidak melahirkan sesuatu kecuali apa yang
dikeluarkan oleh para wanita dari sesuatu yang mengikuti anak Adam,
maka rujuk itu batal. Demikian juga hal ini seandainya wanita itu
melahirkan dua anak yang pertama dan masih da yang ketiga, atau
sesuatu yang dijumpainya, dimana ia berpendapat sebagai anak yang
ketiga dan masih yang keempat, maka wanita itu tidak sunyi selama-
lamanya, kecuali dengan melahirkan kehamilannya yang terakhir.”14

Meskipun pernyataan di atas erat kaitannya dengan berakhirnya waktu

rujuk suami dalam masa ‘iddah kehamilan isteri, tetapi juga dipahami sebagai

berakhirnya waktu ‘iddah wanita hamil dan ‘iddah kematian, yaitu hingga

melahirkan anaknya yang terakhir. Selain beberapa kedudukan hukum di atas,

Imam Syafi’i juga menyatakan bahwa bagi wanita suaminya menanggal dunia dan

sedang hamil, maka tidak ada lagi nafkah tanggungan atasnya, melainkan harta

warisan dari suaminya.15 Dari penejalasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

‘iddah wanita hamil dan kematian suami adalah sampai melahirkan anak,

meskipun kematian suami itu terjadi sebelum beberapa saat wanita tersebut

melahirkan anak. Adapun kriteria habis masa ‘iddah-nya adalah anak yang

dilahirkan itu bisa dalam bentuk keguguran anak, namun yang gugur itu bisa

dipastikan sebagai bakal janin yang dikandungnya.

Jika dilihat lebih jauh, berakhirnya ‘iddah wanita hamil itu tidak hanya

terjadi dalam masalah kematian, tetapi Imam Syafi’i memandang ‘iddah hamil itu

berlaku umum. Artinya, baik wanita hamil itu ditalak (cerai hidup), dan sekaligus

wanita hamil yang ditinggal mati suaminya.16 Dalam hal ini, dapat dipahami

bahwa jika wanita hamil itu ditalak, maka suami boleh merujuknya, hingga batas

waktu melahirkan anak. Kemudian, jika wanita hamil itu kematia suami, maka

14Imam Syafi’i, al-Umm, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 359.
15Ibid., hlm. 369.
16Ibid., hlm. 358-359.
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wanita tersebut baru bisa menikah dan habis masa ‘iddah-nya adala sampai

melahirkan kandungannya. Oleh karena itu, secara keseluruhan jika wanita

dihadapkan pada kondisi dimana ia sedang hamil, dan pada waktu itu pula ia

ditalak oleh suaminya, atau pada saat itu suaminya meninggal dunia, maka ‘iddah

yang dipakai ialah sampai melahirkan anak

3.3. Metode Istimbat Hukum Mazhab Syafi’i Dalam Menentukan
kedudukan ‘Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami

Dalam menetapkan hukum suatu perbuatan, tentunya para fuqaha

memiliki metode-metode tersendiri, sehingga produk hukum yang dikeluarkannya

memiliki dasar, bersifat argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu

juga halnya Imam Syafi’i, ia memiliki metode tersendiri dalam menetapkan

hukum, khususnya dalam masalah ‘iddah wanita hamil dan kematian suami. Pada

prinsipnya, dalam bahasan mengenai metode istinbath Imam Syafi’i, sangat erat

kaitannya dengan dalil-dalil hukum yang ia gunakan. Untuk itu, penelitian juga

akan mengarahkan pada dalil yang ia gunakan dalam menetapkan hukum.

Pada bagian awal pembahasan bab ini, telah dikemukakan sebelumnya

bahwa Imam Syafi’i menggunakan dalil hukum dalam mengistibatkan hukum ada

empat macam, yaitu Al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ dan kias (analogi). Namun,

dalam menetapkan status hukum ‘iddah wanita hamil dan kematian suami, Imam

Syafi’i nampaknya tidak menggunakan metode kias atau analogi. Karena, secara

umum ketentuan ‘iddah tersebut telah terangkum dalam dua sumber pokok hukum

Islam, yaitu Al-Qur’an dan as-Sunnah, sehingga hukumnya tidak memerlukan

metode kias.
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Sejauh pengamatan penulis, paling tidak ada dua tahapan atau dua

metode yang digunakan Imam Syafi’i dalam menetapkan masalah tersebut.

Metode pertama, Imam Syafi’i secara khusus merujuk ketetapan-ketetapan yang

terdapat dalam Al-Qur’an, misalnya dalam masalah ‘iddah kematian suami yang

digambarkan oleh surat al-Baqarah ayat 234. Menurut Imam Syafi’i, ayat tersebut

hanya menjelaskan secara khusus ‘iddah wanita yang suaminya meninggal dunia,

yaitu berlaku sejak hari terjadinya kematian suami hingga empat bulan sepuluh

hari. Namun, ketentuan ini tidak berlaku karena adanya ketetapan surat at-Thalaq

ayat 4 yang menjelasakan ketentuan ‘iddah wanita hamil. Nampaknya, Imam

Syafi’i memandang bahwa ketetapan ‘iddah wanita hamil berlaku umum, baik ia

hamil yang ditalak maupun kematian suami.17

Metode kedua, bahwa Imam Syafi’i merujuk pada ketetapan hadis yang

diriwayatkan dari Abu Salamah, yaitu adanya pertentangan pendapat Abu

Hurairah dan Ibnu Abbas seperti telah dikemukakan di atas. Meskipun Ibnu

Abbas menyatakan ‘iddah wanita hamil dan kematian suami berlaku ‘iddah yang

paling panjang dari dua masa ‘iddah tersebut, namun secara eksplisit hadis nabi

menerangkan kehalalan seorang wanita untuk menikah setelah anaknya lahir yang

sebelumnya suami meninggal dunia dalam beberapa saat.18

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami kembali bahwa Imam Syafi’i

dalam menetapkan hukum ‘iddah wanita hamil dan kematian suami, tidak hanya

melihat pada keumuman ayat, tetapi juga adanya hadis yang secara tegas dan jelas

17Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-
Qur’an dan Hadis, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 3, cet. II, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 7.

18Keterangan ini dapat dilihat dalam Imam Syafi’i, al-Umm, jilid 8, (Kuala Lumpur:
Victory Agencie, tt), hlm. 367.
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menerangkan tentang makna ayat-ayat di atas. Di samping merujuk pada

ketentuan ayat dan hadis, Imam Syafi’i juga merujuk pada beberapa pendapat

sahabat, yaitu Umar bin Khattab dan anaknya (Ibnu Umar), bahwa mereka

mengatakan ‘iddah wanita hamil dan kematian suami adalah sampai melahirkan

anak.19

Dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi’i dalam menetapkan (istinbath)

hukum ‘iddah wanita hamil dan kematian suami berdasarkan ayat Al-Qur’an surat

al-Baqarah ayat 234 tentang ‘iddah kematian suami dan at-Thalaq ayat 4 tentang

‘iddah hamil. Kemudian Imam Syafi’i merujuk ketentuan hadis terkait dengan dua

kondisi yang dihadapi wanita, yaitu hamil dan kematian suami, untuk itu

‘iddahnya adalah sampai melahirkan anak.

3.4. Analisis Penulis

Hukum yang ditetapkan Allah tentunya memiliki beberapa tujuan

penting, misalnya dalam hal ‘iddah, yaitu untuk mengetahui kekosongan rahim

seorang wanita. Disamping pelaksanaannya merupakan suatu ibadah sekaligus

sebagai kewajiban atas wanita itu. Para fuqaha sepakat bahwa perempuan muslim

yang bercerai dengan suaminya baik cerai mati maupun cerai talak, dalam

keadaan hamil atau tidak, wajib menjalankan iddah. Dengan landasan hukum dari

Firman Allah dan dari Hadis Nabi Muhammad SAW. Permasalahan hukum

‘iddah memang merupakan bagian dari permasahalan yang menuai banyak kajian

ulama. Meskipun gambaran hukum-hukum ‘iddah telah disebutkan dalam Al-

Qur’an dan hadis, tetapi tidak berarti para ulama sepekat secara keseluruan,

19Imam Syafi’i, al-Umm, jilid 8, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 369.
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karena ada keadaan-keadaan tertentu memang belum secara eksplisit dijelaskan

dalam dua sumber hukum tersebut, sehingga menimbulkan beragam persepsi,

pendapat, hingga pada produk hukum yang dikeluarkan.

Dalam kaitannya dengan sub bahasan ini, penulis berusaha menganalisis

khusus mengenai perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum ‘iddah

wanita hamil dan kematian suami, berikut dengan kecenderungan penulis atas dua

pendapat tersebut. Secara umum, masalah ini memang dibagi dalam dua

kelompok besar, yaitu pendapat yang menyatakan ‘iddah wanita dari dua masa

keadaan tersebut diambil ‘iddah yang terpanjang. Pendapat ini dipegang oleh

sahabat Nabi dan beberapa ulama lainnya, seperti Ibnu Abbas dan Ali bin Abi

Thalib, yang diikuti oleh ulama-ulama Syi’ah. Sedangkan pendapat lainnya yaitu

dengan berpegang pada ‘iddah sampai melahirkan anak, dimana pendapat ini

dipegang oleh jumhur ulama, termasuk Imam Syafi’i.

Menurut penulis, perbedaan tersebut dikarenakan golongan pertama (Ibnu

Abbas dan Ali bin Abi Thalib serta ulama-ulama syi’ah) tidak mengambil hadis Nabi

(atau paling tidak dapat dikatakan hadis tersebut tidak sampai pada mereka) yang

menjelaskan kehalalan wanita untuk menikah setelah terjadi kelahiran sebagai

rujukakan hukum. Karena, jika hadis tersebut sampai pada mereka, atau dijadikan

sebagai rujukan (dimana hadis tersebut secara jelas menerangkan ‘iddah wanita

sampai melahirkan anak), maka kemungkinan besar tidak ada perbedaan pendapat..

Oleh karena itu, golongan kedua ini hanya melihat pada dua ketentuan ayat, antara

surat al-Baqarah ayat 234 tentang ‘iddah kematian suami dan surat at-Thalaq ayat

4 tentang ‘iddah hamil.
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Sedangkan Imam Syafi’i dan yang sependapat dengannya disamping

merujuk pada ayat, juga merujuk pada hadis seperti telah dikemukakan

sebelumnya. Menurut penulis, kedudukan hadis tentang masalah ini berfungsi

menjelaskan tentang ‘iddah wanita hamil dan wafat pada dua surat sebelumnya

(surat al-Baqarah ayat 234 dan surat at-Thalaq ayat 4). Fungsi hadis tersebut

menurut penulis menjelaskan secara khusus mengenai keadaan wanita yang

dihadapkan pada dua masa ‘iddah secara bersamaan antara hamil dan kematian

suami. Untuk itu, hadis tersebut mengkhususkan dua keadaan tersebut, sehingga

wanita yang hamil dan ditinggal mati lamanya masa ‘iddah hingga melahirkan

anak. Oleh karena itu, merujuk pada pendapat yang kedua ini, penulis lebih

cenderung mengatakan bahwa ‘iddah wanita pada posisi itu adalah sampai

melahirkan anak. Meskipun suami meninggal telah lama sebelum kelahiran anak,

atau sesaat setelah kematian suami.
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BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari penjelasan dalam latar belakang dan menjawab rumusan masalah

dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1.1. Dari hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’i,

‘iddah wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan kematian

suami, maka ‘iddah-nya adalah sampai melahirkan kandungannya, yaitu

ketika janin telah lahir atau gugur (terjadi keguguran) dari kandungan

ibunya, meskipun dalam bentuk gumpalan daging, tetapi dengan syarat

harus telah terbentuk salah satu angguta tubuh manusia dan dapat

dipastikan yang lahir tersebut merupakan bakal janin.

4.1.2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil hukum yang digunakan

Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum ‘iddah wanita yang hamil dan

ditinggal mati suami ada dua. Pertama, yaitu al-Qur’an surat at-Thalaq

ayat 4 tentang ‘iddah wanita hamil dan surat al-Baqarah ayat 234 tentang

‘iddah kematian suami. Kedua, yaitu hadis Rasulullah yang menghalalkan

wanita yang ditinggal mati suami untuk menikah setelah kelahiran anak.

Adapun metode istinbah hukum Imam Syafi’i, bahwa surat at-Thalaq ayat

4 bersifat umum, baik wanita tersebut dalam posisi dicerai talak oleh

suami maupun dicerai karena kematian suami. Kemudian, Imam Syafi’i

merujuk pada hadis yang menegaskan atas kebolehan wanita hamil yang
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diinggal mati suami untuk menikah ketika telah melahirkan

kandungannya.

4.2. Saran

Dari permasalahan dalam peneliian ini, maka dapat dibuat beberapa

saran, yaitu sebagai berikut:

4.2.1. Dari ketentuan mengenai ‘iddah wanita hamil dan kematian suami seperti

telah dijelaskan dalam penelitian ini, hendaknya di dalam peraturan-

peraturan hukum seperti Undang-Undang Perkawinan dirumuskan tentang

ketentuan masa ‘iddah-nya,. Karena sepengetahuan penulis, belum ada

aturan secara khusus menetapkan ‘iddah wanita hamil dan kematian

suami. Kemudian, hendaknya dari kalangan Ulama seperti MPU Aceh

atau MUI, hendaknya menfatwakan masalah ini sehingga tidak terjadi

dualism hukum.

4.2.2. Diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar membahas masalah

gabungan masa ‘iddah lainya, seperti ‘iddah wanita yang ditalak (baik

dengan bilangan bulan maupun quru’) semenara wanita itu diragukan

kehamilannya, kemudian ‘iddah wanita yang ditinggal mati semntara ia

telah ditalak sebelumnya. Karena hal ini belum pernah yang

membahasnya.
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